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I. UMUM 

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 

kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai 

harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai 

amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan 

akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang 

nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 

ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. 

Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan 

secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik 

generasi sekarang maupun yang akan datang. 

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha,  

peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, 

pemberdayaan, perlindungan UMK-M serta perkoperasian, dan percepatan 

proyek strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan 

memperoleh lahan khususnya Kawasan Hutan  di Indonesia guna 

menciptakan lapangan kerja,maka dipandang perlu melakukan 

perubahan terhadap Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, di antaranya: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Kehutanan, yang erat kaitannya dengan perubahan: 

a. batas maksimal 30 (tiga puluh) persen Kawasan Hutan  yang harus 

dipertahankan dari luas DAS atau pulau yang sering dianggap 

menghambat perolehan lahan untuk investasi diganti dengan 

kecukupan luas Kawasan Hutan  dan penutupan Hutan; 

b. pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan, untuk mempercepat 

Pengukuhan Kawasan Hutan  khususnya pada program strategis 

nasional, pemulihan ekonomi nasional, kegiatan ketahanan 

pangan (food estate) dan energi, kegiatan tanah obyek reforma 

agraria, Hutan Adat, kegiatan rehabilitasi Kawasan Hutan  pada 

DAS yang memberikan perlindungan,  dan pada wilayah yang 

berdekatan dengan permukiman padat penduduk dan berpotensi 

tinggi terjadi perambahan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

koordinat geografis atau satelit dengan menggunakan teknologi 

penginderaan jauh. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan: 

a. perubahan  terhadap kriteria Kawasan Hutan  Produksi yang 

semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan  

Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan 

Hutan  Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) 

fungsi yaitu Kawasan Hutan  Produksi Tetap dan Kawasan Hutan  

Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan 

dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan 

dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; 

b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan  yang semula hanya pada 

Kawasan Hutan  Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua 

kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program 

proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi 

nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (food estate) dan 

energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang 

telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan  

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan  

Produksi Tetap dan Kawasan Hutan  Produksi yang dapat 
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Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBP. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan 

Kawasan Hutan  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, memberikan 

kemudahan dan percepatan serta kepastian usaha seperti: 

a. pengadaan tanah yang dilakukan oleh swasta yang bersifat 

permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan  

sedangkan yang bersifat tidak permanen dan untuk menghindari 

fragmentasi Kawasan Hutan  serta dapat menjadi bagian 

pengelolaan Hutan dilakukan dengan mekanisme persetujuan 

Penggunaan Kawasan Hutan; 

b. Penggunaan Kawasan Hutan  di luar Kehutanan untuk kegiatan 

tanpa  memiliki  perizinan  Kehutanan  yang dilakukan  sebelum  

berlakunya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, diterbitkan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan  

setelah dipenuhinya Sanksi Administratif; 

c. ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan 

Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupann luas Hutannya 

terlampaui berkewajiban membayar PNBP, sedangkan pada 

provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban 

membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan  dan membayar 

PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan 

dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek 

kepastian usaha, seperti: 

a. perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin 

diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan 

Pemanfaatan Hutan; 

b. menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha; 

c. mengubah pemberdayaan Masyarakat menjadi pengelolaan 

Perhutanan Sosial serta memasukan kegiatan yang selama ini 

telah diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan 

Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan pengelolaan 

Perhutanan Sosial yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri  
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ke dalam Peraturan Pemerintah; dan 

d. Multiusaha Kehutanan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan  serta 

nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam 

Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2007, menyelesaikan permasalahan penggunaan DR seperti: 

a. penyelesaian sisa dana bergulir; dan 

b. penggunan DR lintas provinsi. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber 

Daya Hutan. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan 

Umum (Perum) Kehutanan Negara, menyelesaikan permasalahan: 

a. penyelesaian tenurial Kawasan Hutan; 

b. efisiensi pengelolaan Kawasan Hutan  oleh badan usaha milik 

negara Kehutanan dengan fokus pada pendapatan negara dan 

efektivitas perusahaan; dan 

c. pengurangan areal kerja badan usaha milik negara Kehutanan 

yang paling sedikit diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial. 

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perlu dilakukan 

perubahan terhadap beberapa Peraturan Pemerintah pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tersebut di 

atas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, 

keberpihakan kepada Masyarakat kecil, mendorong pertumbuhan dan 

investasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

  

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
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Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

 


